
 

Tabel 2: Perbandingan Kebijakan Perhutanan Sosial terbaru Permen LHK Nomor 09 

tahun 2021 dengan kebijakan sebelumnya Permen LHK nomor 83 tahun 2016 

 
Subjek 

Pembahasan  

Permen LHK Nomor 83 tahun 2016 

tentang Perhutanan Sosial 

Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 

tentang PENGELOLAAN Perhutanan 

Sosial 

Landasan 

hukum 

diatasnya  

Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 

2007 tentang tata hutan dan 

penyusunan rencana pengelolaan Hutan  

Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kehutanan 

Isi dan jumlah 

Pasal  

Terdapat 67 pasal dengan 10 BAB, 

tidak ada lampiran, pendetilan diatur 

dalam Perdirjen. 

Terdapat 200 pasal, dengan 12 BaB dan 30 

Lampiran  

Ruang 

Lingkup 

Pengaturan   

Mengatur mengenai:  

a. Pemberian dan Permohonan Hak 

atau Izin dan Pelaksanaan 

Kemitraan Kehutanan 

b. Pemanfaatan Areal Perhutanan 

Sosial  

c. Jangka Waktu dan Evaluasi 

d. Hak dan Kewajiban  

e. Fasilitasi; dan  

f. Pembinaan dan pengendalian   

 

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:  

a. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;  

b. Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; 

c. Perhutanan Sosial pada Ekosistem 

Gambut;  

d. Jangka Benah kebun rakyat;  

e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;  

f. Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; 

dan  

g. Sanksi administratif. 

Akses legal 

Perhutanan 

Sosial  

- Akses legal diberikan dalam bentuk 

Hak atau Perizinan berupa HPHD, 

IUPHKm, IUPHHK-HTR, Hutan 

Hak/adat dan Kemitraan kehutanan. 

- Areal izin di Hutan Lindung, Hutan 

Produksi dan wilayah tertentu 

KPH, area tanaman kehidupan 

IUPHHK-HTI, area berkonflik, 

kawasan konservasi ada tanaman 

kehidupan masyarakat minimal 20 

tahun – untuk kemitraan konservasi  

- Pemberian HPHD, IUPHKm dan 

IUPHHK-HTR berdasarkan PIAPS. 

- Akses legal Pengelolaan Perhutanan Sosial 

diberikan oleh Menteri dalam bentuk 

Persetujuan atau Penetapan, meliputi: 

Persetujuan Pengelolaan HD, Persetujuan 

Pengelolaan HKm, Persetujuan Pengelolaan 

HTR, Persetujuan kemitraan kehutanan, dan 

Penetapan status Hutan Adat. 

- Pada Hutan Lindung dapat diberikan 

Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, 

dan/atau kemitraan kehutanan. Dan Pada 

Hutan Produksi dapat diberikan 

Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR 

dan/atau kemitraan kehutanan  

- Penetapan Hutan Adat dapat berasal dari 

Hutan Negara dan/atau bukan Hutan 

Negara   

- Arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial 

ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk 

PIAPS. (Pasal 3 poin 5) 

Jangka waktu 

Akses 

- Jangka waktu 35 (tiga puluh lima) 

tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 

(lima) tahun dan tidak dapat 

diwariskan. (Pasal 53) 

- Persetujuan diberikan untuk jangka waktu 

35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat 

diperpanjang. (Pasal l8 poin 1) 

Perubahan Mendasar Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 dan Permen LHK 

Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. 

 

Perubahan yang terjadi pada Permen LHK tidak lepas dari perubahan kebijakan 

diatasnya peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan ini secara umum 

mengalami perubahan dan perbaikan diberbagai pokok bahasan 



Hutan Desa:  

● Subyek  

● Obyek 

● Tata Cara 
Permohonan 

● Verifikasi  

Administrasi 

● Verifikasi 
Teknis 

 

Pasal 6 s/d 15 

- Hak Pengelolaan Hutan Desa 

(HPHD)  

- Permohonan HPHD diajukan oleh 

satu atau beberapa lembaga desa, 

koperasi desa atau Bumdes 

setempat dan diketahui oleh satu 

atau beberapa kepala desa yang 

bersangkutan. 

- HPHD diberikan pada area hutan 

produksi dan/atau hutan lindung 

yang belum dibebani izin, hutan 

lindung yang dikelola oleh Perum 

Perhutani, dan/atau wilayah tertentu 

dalam KPH. 

- Pedoman verifikasi permohonan 

HPHD diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Direktur Jenderal. 

Pasal 10 s/d 20 

- Persetujuan pengelolaan Hutan Desa 

- Lembaga desa 1 (satu) atau gabungan 

lembaga desa 

- Area Hutan Lindung (HL) atau Hutan 

Produksi (HP) yang belum ada izin dan 

persetujuan  

- Wilayah desa atau lintas desa yang 

disepakati  

- Satu kesatuan bentang alam/landskap dalam 

desa pemohon 

- Areal persetujuan pengelolaan HD paling 

luas 5.000 (lima ribu) hektar per unit 

pengelola  

- Areal yang sudah dikelola oleh 

Masyarakat berupa tanaman sawit yang 

dilakukan oleh Perseorangan dan 

bertempat tinggal di dalam dan/atau di 

sekitar kawasan hutan paling singkat 5 

(lima) tahun secara terus menerus, 

diberikan paling luas 5 (lima) hektar per 

orang. (pasal 11 ayat 4) 

- Verifikasi administrasi dan Teknis satu 

kesatuan dalam permen LHK format berita 

acara pada lampiran III 

- Tim verifikasi adm dan teknis di SK kan 

oleh Direktur Jenderal   

Hutan 

Kemasyarakat

an  

● Subyek  

● Obyek 

● Tata Cara 

Permohonan 

● Verifikasi  
Administrasi 

● Verifikasi 

Teknis 

 

Pasal 16 s/d 26 

- Permohonan IUPHKm diajukan 

oleh: a. ketua kelompok masyarakat; 

b. ketua gabungan kelompok tani 

hutan; atau c. ketua koperasi 

- IUPHKm diberikan pada: a. hutan 

produksi dan/atau hutan lindung 

yang belum dibebani izin; b. hutan 

lindung yang dikelola oleh Perum 

Perhutani; dan c. wilayah tertentu 

dalam KPH. 

- Pedoman verifikasi permohonan 

IUPHKm diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Direktur Jenderal 

Pasal 21 s/d 31 

- Persetujuan Pengelolaan HKm dapat 

diberikan kepada: a. Perseorangan; (harus 

bergabung menjadi kelompok minimal 

15 orang jika lebih dari 300 orang 

menjadi gabungan kelompok) b. 

kelompok tani;(KTH/gabungan KTH atau c. 

Koperasi. (Koperasi bidang pertanian, 

hortikultura, peternakan, dan / atau 

kehutanan).  (Pasal 21 ayat 1 s/d 8)  

- Area pengelolaan HKm yaitu di areal HL 

dan HP yang belum dibebani izin dan 

persetujuan Perhutanan Sosial (pasal 22 

ayat 1)  

- Area berada di dalam PIAPS; dan/atau yang 

sudah dikelola oleh pemohon 

- Jika areal sudah dikelola masyarakat 

berupa kebun sawit yang dilakukan 

perseorangan dengan ketentuan 

membentuk Kelompok dan bertempat 

tinggal di dalam dan/atau di sekitar 

kawasan hutan paling singkat 5 (lima) 

tahun secara terus menerus, diberikan 

paling Luas 5 (lima) hektar per orang 

(Pasal 22 ayat 4). 

- Areal Persetujuan Pengelolaan HKm 

diberikan dengan ketentuan luasan: a. per 

unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima 

ribu) hektar; dan b. per kepala keluarga 



paling luas 15 (lima belas) hektar. (Pasal 

22 ayat 7) 

- Verifikasi administrasi dan Teknis satu 

kesatuan dalam permen LHK ini. 

Hutan 

Tanaman 

Rakyat  

● Subyek  

● Obyek 

● Tata Cara 

Permohonan 

● Verifikasi  
Administrasi 

● Verifikasi 

Teknis 

 

Pasal 27 s/d 39 

- IUPHHK-HTR  

- Areal Hutan produksi yang belum 

dibebani izin dan/atau wilayah 

tertentu dalam KPH dan mengacu 

pada PIAPS dan  

- IUPHHK-HTR dapat diberikan di 

luar areal yang telah ditetapkan 

dalam PIAPS 

- Permohonan IUPHHK-HTR 

diajukan oleh: a. perorangan yang 

merupakan petani hutan; b. 

kelompok tani hutan; c. gabungan 

kelompok tani hutan; d. koperasi tani 

hutan; atau e. perseorangan yang 

memperoleh pendidikan kehutanan 

atau bidang ilmu lainnya yang 

pernah sebagai pendamping atau 

penyuluh yang pernah bekerja di 

bidang kehutanan dengan 

membentuk kelompok atau koperasi 

bersama masyarakat setempat. 

- Pelaksanaan kegiatan HTR dilakukan 

secara mandiri yang terintegrasi 

dengan industri kayu rakyat. Dan 

dapat dilakukan kemitraan dengan 

industri di bidang perkayuan.  

Kemitraan dilaksanakan setelah ada 

perusahaan industri kayu primer atau 

lanjutan sebagai penjamin 

keberlanjutan usaha HTR (Pasal 38) 

- Pedoman verifikasi permohonan 

IUPHHK-HTR dan pedoman 

pelaksanaan kegiatan HTR diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan 

Direktur Jenderal. 

 

Pasal 32 s/d 43 

- Persetujuan Pengelolaan HTR dapat 

diberikan kepada: a. kelompok tani hutan; b. 

gabungan kelompok tani hutan; c. koperasi 

tani hutan; atau d. profesional kehutanan 

atau Perseorangan yang telah 

memperoleh pendidikan kehutanan atau 

bidang ilmu lainnya yang memiliki 

pengalaman sebagai Pendamping atau 

penyuluh di bidang kehutanan dengan 

membentuk kelompok atau koperasi 

bersama Masyarakat Setempat.  

- Kelompok Tani Hutan minimal 15 orang 

anggota, lebih dari 300 orang menjadi 

gabungan Kelompok Tani Hutan atau b. 

Koperasi Tani Hutan, Koperasi bidang 

pertanian, hortikultura, peternakan, dan / 

atau kehutanan). (Pasal 32 dan 33)  

- Areal yang dapat diberikan Persetujuan 

Pengelolaan HTR berupa kawasan Hutan 

Produksi yang belum dibebani: a. perizinan 

berusaha; b. persetujuan penggunaan 

kawasan hutan; atau c. Persetujuan 

Pengelolaan Perhutanan Sosial 

- Areal Persetujuan Pengelolaan HTR 

diberikan dengan ketentuan: a. berada di 

dalam PIAPS; b. Diutamakan pada hutan 

produksi yang tidak produktif; dan/atau c. 

areal yang sudah dikelola oleh pemohon. 

Jika diluar PIAPS, dapat diberikan 

persetujuan pengelolaan HTR dengan 

ketentuan areal tersebut sudah dikelola oleh 

Masyarakat dan dimasukan dalam revisi 

PIAPS selanjutnya (Pasal 34 ayat 1 s/d 4) 

- Areal Persetujuan Pengelolaan HTR 

diberikan dengan ketentuan luasan: a. per 

unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima 

ribu) hektar; dan b. per kepala keluarga 

paling luas 15 (lima belas) hektar. (Pasal 

34 ayat 5)  

- Cara permohonan Persetujuan pengelolaan 

HTR pada pasal 35 

- Verifikasi terhadap objek persetujuan dapat 

diterima apabila memenuhi ketentuan 

dengan mempertimbangkan pada Pasal 41 

ayat 5  

- Verifikasi administrasi dan Teknis satu 

kesatuan dalam permen LHK ini. 

 

Kemitraan 

Kehutanan  

● Subyek  

● Obyek 

Pasal 40 s/d 49 

- Pengelola hutan atau pemegang izin 

wajib melaksanakan pemberdayaan 

Pasal 44 s/d 60  

- Persetujuan kemitraan kehutanan diberikan 

kepada pemegang perizinan berusaha 

pemanfaatan kawasan hutan atau 



● Tata Cara 
Permohonan 

● Verifikasi  

Administrasi 

● Verifikasi 
Teknis 

 

masyarakat setempat melalui 

kemitraan kehutanan. 

- Pengelola hutan meliputi: a. 

kesatuan pengelolaan hutan; b. 

balai besar/balai taman nasional; c. 

balai besar/balai konservasi sumber 

daya alam; d. pengelola kawasan 

hutan dengan tujuan khusus; e. unit 

pelaksana teknis daerah taman hutan 

raya; dan/atau f. badan usaha milik 
negara atau badan usaha milik daerah 

pengelola hutan negara. 

- Luasan areal kemitraan kehutanan di 

areal kerja pengelola hutan paling 

luas 2 (dua) hektar untuk setiap 

kepala keluarga; dan/atau di areal 

kerja pemegang izin paling luas 5 

(lima) hektar untuk setiap keluarga, 

tidak berlaku jika kegiatan HHBK 

oleh masyarakat.  

- masyarakat berada di dalam kawasan 

konservasi sebagai penggarap 

dibuktikan dengan areal garapan 

sebelum ditunjuk/ditetapkan 

kawasan konservasi berupa tanaman 

kehidupan berumur paling sedikit 20 

(dua puluh) tahun atau keberadaan 

situs budaya; 

- Areal kemitraan kehutanan: a. areal 

konflik dan yang berpotensi konflik 

di areal pengelola hutan atau 

pemegang izin; b. areal yang 

memiliki potensi dan menjadi 

sumber penghidupan masyarakat 

setempat; c. di areal tanaman 

kehidupan di wilayah kerja 

IUPHHK-HTI; d. di zona 

pemanfaatan, zona tradisional dan 

zona rehabilitasi pada taman nasional 

atau blok pemanfaatan pada taman 

wisata alam dan taman hutan raya; 

dan/atau e. areal yang terdegradasi di 

kawasan konservasi. 

- Pedoman penyusunan rencana 

pengelolaan diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Direktur Jenderal. 

pemegang persetujuan penggunaan 

kawasan hutan dengan mitra. 

- Mitra adalah Masyarakat Setempat yang 

memiliki ketergantungan langsung terhadap 

areal kerja/areal kelola pemohon dalam 

bentuk:  kelompok tani hutan; atau 

gabungan kelompok tani hutan. 

- Mitra berasal dari desa sekitar perizinan 

berusaha, pengunaan kawasan hutan dan 

kawasan konservasi, dan masyarakat yang 

sudah mengelola turun temurun atau 5 

(lima) tahun terakhir berturut turut, 

profesional kehutanan atau Perseorangan 

atau koperasi bersama masyarakat setempat 

dan atau masyarakat luar desa setempat 

yang sudah mengelola secara turun temurun 

atau 5 (lima) tahun terakhir. (Pasal 44) 

- Area yang dapat diberikan Kawasan Hutan 

Produksi dan/atau Hutan Lindung yang 

telah di bebani perizinan berusaha 

Pemanfaatan Hutan, kawasan Hutan 

Produksi dan/atau Hutan Lindung yang 

telah dibebani persetujuan penggunaan 

kawasan hutan; atau kawasan Hutan 

Konservasi (Pasal 45 ayat 1) 

- Areal dengan ketentuan: memiliki 

potensi menjadi sumber penghidupan 

Masyarakat Setempat; atau areal konflik 

atau berpotensi konflik. (Pasal 45 ayat 2) 

- Jika di area sudah berupa tanaman sawit 

paling singkat 5 (lima) tahun, dibentuk 

kelompok dan diberikan paling luas 5 

(lima) hektar per orang 

- pada areal kerja perizinan berusaha 

Pemanfaatan Hutan atau pemegang 

persetujuan penggunaan kawasan hutan 

paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap 

keluarga; atau untuk HHBK atau 

Jaslinghutan diberikan sesuasi kemampuan 

dan kesepakatan para pihak dan 

melampirkan peta zonasi  

-  Naskah Kesepakatan Kerjasama 

diantarannya memuat Pembagian Hasil, 

yaitu keuntungan bersih setelah dikurangi 

biaya modal dari masing masing pihak, 

diatur; 

- Pada areal yang telah ada aset/modal dari 

pemegang perizinan berusaha/pemegang 

persetujuan penggunaan Kawasan maka 

80% untuk pemegang perizinan dan 20% 

untuk masyarakat;  

- Pada areal yang telah ada aset/modal dari 

masyarakat, maka 80% untuk masyarakat 

dan 20% untuk pemegang perizinan 

berusaha /pemegang perizinan penggunaan 

Kawasan;  



- Dalam hal di lokasi KK belum ada tanaman, 

pembagian hasilnya 50% atau sesuai 

kesepakatan (pasal 51 ayat 8) 

Hutan Adat 

/Hutan Hak/ 

Hutan Rakyat 

● Subyek  

● Obyek 

● Tata Cara 

Permohonan 

● Verifikasi  
Administrasi 

● Verifikasi 

Teknis 

 

Pasal 50 poin 1,2 dan 3 

- (1) Masyarakat hukum adat dapat 

mengajukan permohonan hutan hak 

untuk ditetapkan sebagai kawasan 

hutan hak kepada Menteri.  

- (2) Pengajuan hutan adat mengacu 

pada Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang 

Hutan Hak.  

- (3) Tata cara verifikasi dan validasi 

tentang hutan hak diatur oleh 

peraturan Direktur Jenderal. 

Pasal 62 s/d 85  

- Penetapan Status Hutan Adat 

- Hutan Adat dapat berasal dari:  hutan 

negara; dan/atau bukan hutan negara yang 

mempunyai fungsi pokok: konservasi; 

lindung; dan/atau produksi, yang dikelola 

oleh MHA. (Masyarakat Hukum Adat) 

- MHA ditetapkan dengan peraturan daerah 

jika dikawasan hutan negara atau ditetapkan 

dengan keputusan gubernur, bupati/walikota 

jika di luar kawasan hutan negara 

- Pembahasan Penetapan status Hutan Adat di 

permen LHK ini pada pasal 65 s/d 70 

- Penetapan wilayah Indikatif Hutan Adat 

dibahas pada pasal 71 s/d 72 

- Fasilitasi Identifikasi dan Pemetaaan 

wilayah MHA pada pasal 73 s/d 75  

- Hutan Hak dibahas pada pasal 76 s/d 83, 

berita acara verifikasi Hutan Hak 

mengunakan format tercantum dalam 

LampiranXXI pada Peraturan menteri ini.  

- Hutan Rakyat dibahas pada pasal 84 s/d 85, 

Gubernur melakukan identifikasi, 

inventarisasi dan registrasi terhadap Hutan 

Rakyat 

Pelimpahan 

kewenangan 

dari pusat ke 

daerah  

BAB II. Pasal 7, pasal13, pasal 18, 

pasal 24, pasal 29 dan pasal 35.  

- Pemberian HPHD, IUPHKm, 

IUPHHK-HTR dapat didelegasikan 

kepada gubernur. 

- Pendelegasian dilaksanakan dengan 

ketentuan bahwa provinsi yang 

bersangkutan telah memasukkan 

Perhutanan Sosial ke dalam rencana 

pembangunan jangka menengah 

daerah atau mempunyai peraturan 

gubernur mengenai Perhutanan 

Sosial dan memiliki anggaran dalam 

anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

- Pendelegasian dilaksanakan dengan 

keputusan Menteri. 

Pasal 86 s/d 89  

- Pemberian Persetujuan Pengelolaan 

Perhutanan Sosial dapat dilimpahkan oleh 

Menteri kepada Gubernur pelimpahan 

tersebut hanya untuk Persetujuan 

Pengelolaan HD dan Persetujuan 

Pengelolaan HKm.  

- Kriteria pelimpahan meliputi: (a) daerah 

provinsi yang bersangkutan telah 

memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam 

rencana pembangunan jangka menengah 

daerah; (b). memiliki peraturan daerah 

tentang Perhutanan Sosial; dan (c). memiliki 

anggaran pendapatan dan belanja daerah 

paling sedikit 35% (tiga puluh lima 

persen) dari total anggaran bidang 

kehutanan untuk Perhutanan Sosial 

 

Hak, 

Kewajiban dan 

Larangan  

- Pasal 58 s/d 60 Bab V. Hak dan 

Kewajiban 

- Larangan hanya tercantum dalam 

pasal tertentu misalnya larangan 

menananm sawit pada izin HPHD, 

IUPHKm, IUPHHK-HTR pada pasal 

56 poin 5 Bab IV. 

Dibahas pada Pasal 90 s/d 95 tidak ada 

perubahan mendasar.  

Pengelolaan 

Perhutanan 

Sosial 

BAB VI Fasilitasi Pasal 61 s/d 62 

- Pasal 59 poin c Pemegang HPHD, 

IUPHKm dan IUPHHK-HTR wajib:  

menyusun Rencana Pengelolaan 

Bab III Pasal 100 s/d 171 

- Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan 

melalui: a. penataan areal dan penyusunan 

rencana; b. pengembangan usaha; c. 



Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, 

dan Rencana Kerja Tahunan.  

- Fasilitasi meliputi fasilitasi pada 

tahap usulan permohonan, penguatan 

kelembagaan, peningkatan kapasitas 

termasuk manajemen usaha, 

pembentukan koperasi, tata batas 

areal kerja, penyusunan rencana 

pengelolaan hutan desa, rencana 

kerja usaha, dan rencana kerja 
tahunan, bentuk-bentuk kegiatan 

kemitraan kehutanan, pembiayaan, 

pasca panen, pengembangan usaha 

dan akses pasar. 

- Pemerintah dibantu oleh Pokja PPS 

dan penyuluh kehutanan, instansi 

lain yang terkait, lembaga swadaya 

masyarakat, dan perguruan tinggi. 

- Pedoman fasilitasi, pembentukan dan 

tata cara kerja Pokja PPS diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Direktur 

Jenderal. 

penanganan konflik tenurial; d. 

Pendampingan; dan e. Kemitraan 

Lingkungan 

- Penanganan Konflik tenurial diselesaikan 

melalui Perhutanan Sosial (Pasal 153)  

  

Perhutanan 

Sosial pada 

ekosistem 

Gambut  

- Tidak ada pasal secara spesifik 

membahas tentang ekosistem gambut 

- Hanya area usulan HPHD, IUPHKm, 

IUPHHK-HTR diprioritaskan untuk 

penyelesaian konflik, kegiatan 

restorasi gambut dan/atau restorasi 

ekosistem. 

- Dibahas di PermenLHK Nomor P. 

37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 

/2019 tentang Perhutanan Sosial 

pada Ekosistem Gambut  

 

Bab IV pasal 172 s/d 176 

- Pemanfaatan ekosistem gambut pada areal 

persetujuan pengelolaaan PS dengan Fungsi 

lindung dan/atau fungsi budidaya. Meliputi 

PPHD, PPHKm, PKK dan Penetapan status 

Hutan Adat. (Pasal 174). 

- Pemanfaatan ekosistem Gambut secara 

terbatas untuk kegiatan: penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendididkan, jasa lingkungan 

berupa jasa wisata secara terbatas dan 

perdagangan karbon (Pasal 175)  

- Terdapat larangan dilakukan di ekosistem 

gambut (Pasal 176) 

Jangka Benah 

Kebun Rakyat  

Bab IX. Pasal 65 poin h  

- Areal Perhutanan Sosial atau dalam 

usulan Perhutanan Sosial telah ada 

tanaman sawit sejak Peraturan ini 

diberlakukan, diperbolehkan selama 

12 (dua belas) tahun sejak masa 

tanam dan diantara tanaman sawit 

ditanam pohon berkayu paling 

sedikit 100 (seratus) pohon per 

hektar. 

- Hanya dimuat dalam poin di Bab 

ketentuan Peralihan. 

Bab V pasal 177 s/178 

- Dilakukan pada skema: a. kemitraan 

kehutanan atau Kemitraan Konservasi; b. 

HD; dan/atau c. HKm 

- penanaman tanaman kehutanan paling 

sedikit 100 (seratus) batang per hektar 

paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

mendapatkan Persetujuan Pengelolaan 

Perhutanan Sosial dengan menerapkan 

sistem silvikultur atau teknik budidaya 

sesuai dengan tapak ekologinya di sela-

sela tanaman sawit; dan tidak melakukan 

peremajaan tanaman kelapa sawit selama 

masa Jangka Benah. 

- Pada kawasan Hutan Produksi Jangka 

Benah dilakukan dalam jangka waktu 1 

(satu) daur selama 25 (dua puluh lima) 

tahun sejak masa tanam. Pada kawasan 

Hutan Lindung atau Hutan Konservasi 

Jangka Benah dilakukan dalam jangka 

waktu 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) 

tahun sejak masa tanam. 



- Dalam hal tanaman sawit telah mencapai 

umur 25 (dua puluh lima) tahun pada 

Hutan Produksi dan 15 (lima belas) 

tahun pada Hutan Lindung dan Hutan 

Konservasi, tanaman sawit di bongkar 

dan ditanami pohon. 

Percepatan 

Pengelolaan 

Perhutanan 

Sosial  

Tidak ada pembahasan khusus 

diperaturan menteri, diatur di peraturan 

direktur Jenderal  

Bab VII pasal 192 s/d 193 

- Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial 

untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan 

disusun perencanaan terpadu percepatan 

persetujuan distribusi akses legal, 

Pendampingan, dan pengembangan usaha 

Perhutanan Sosial.  

- Kegiatan dalam pengembangan wilayah 

terpadu berbasis Perhutanan Sosial meliputi: 

a. perluasan distribusi Persetujuan 

Pengelolaan Perhutanan Sosial; b. 

pengembangan usaha c. penyediaan sarana 

dan prasarana; d. Pendampingan; dan/atau e. 

pelatihan. 

Pengenaan 

Sanksi 

Administratif  

Tidak ada pembahasan dalam peraturan 

menteri ini.  

Bab VIII pasal 194 

- Sanksi administratif berupa: a. teguran 

tertulis; b. denda administrasi; c. 

pembekuan Persetujuan Pengelolaan 

Perhutanan Sosial; dan/atau d. pencabutan 

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.  

Pembiayaan  Bab VII Pembiayaan Pasal 63 

Pembiayaan untuk penyelenggaraan 

Perhutanan Sosial dapat bersumber 

dari: a. anggaran pendapatan dan 

belanja negara; b. anggaran pendapatan 

dan belanja daerah; c. pinjaman 

pembiayaan pembangunan hutan; d. 

dana desa; e. dana rehabilitasi hutan 

dan lahan; dan/atau f. sumber lain yang 

sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

 

Bab IX pasal 195  

- Pembiayaan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan 

belanja negara; b. anggaran pendapatan dan 

belanja daerah; dan/atau c. sumber dana lain 

yang sah dan tidak mengikat.   

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

provinsi, Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, dan/atau para pihak dapat 

memberikan insentif kepada pihak yang 

dapat memulihkan, mempertahankan, 

dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di 

luar kawasan hutan.  

- Insentif dapat diberikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



2. Pembatasan luasan untuk satu unit Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

maksimal 5000 (lima ribu) hektar untuk satu unit PS (HD, HKm) dan Pembatasan 

diberlakukan pada skema HKm dan HTR untuk alokasi luasan adalah 15 hektar per 

KK, Untuk kemitraan kehutanan alokasi paling luas 5 (lima) hektar per kepala 

keluarga. Dan jumlah anggota dalam KTH yaitu minimal 15 kk dan maksimal 300 kk 

perkelompok.  

 

3. Jika Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/2016 

mengizinkan perorangan hanya bisa mengelola skema hutan tanaman rakyat, di 

aturan baru P.9/2021, perorangan bisa untuk skema apa saja kecuali Hutan Desa yang 

melalui lembaga desa atau gabungan lembaga desa dan Hutan Adat yang 

mensyaratkan oleh masyarakat hukum adat. Perorangan yang dimaksud tetap 

mensyaratkan tergabung dalam kelompok atau koperasi dengan masyarakat setempat 

(kelompok minimal 15 orang) dan tidak dijelaskan tentang jumlah perorangan yang 

dimaksud.   

 

4. Persetujuan Pengelolaan HTR dapat diberikan kepada Kelompok Tani Hutan, 

Gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan; atau profesional kehutanan 

atau perorangan, walaupun ada peluang perorangan tapi tetap bahwa profesional 

kehutanan atau perorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau 

bidang ilmu lainya yang memiliki pengalaman atau penyuluh di bidang kehutanan 

dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama Masyarakat Setempat. 

(pasal32), begitu juga dengan persetujuan pengelolaan HKm dapat diberikan kepada 

Perseorangan, kelompok tani; atau koperasi (pasal 21), perseorangan yang 

dimaksud pasal tersebut dengan katentuan bergabung atau membentuk kelompok 

masyarakat.  

 

5. Area persetujuan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk (HD, HKm, HTR) 

menghilangkan wilayah khusus KPH, Pengelola hutan dalam hal ini KPH tidak 

masuk pihak yang melakukan kegiatan Kemitraaan Kehutanan (tugas dan fungsi 

KPH tercantum dalam PP. Nomor 23/2021 pasal 123). Bagi skema HPHD, IUPHKm, 

IUPHHK-HTR, KULIN KONSERVASI, KULIN KK dan penetapan status Hutan 

Adat Sudah terbit Dinyatakan tetap berlaku sampai hak/izin berakhir dan yang 

sedang dalam proses dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan dengan Permen LHK No 

9 /2021 pada pasal 198 Ketentuan Peralihan  

 

6. Pada Permen LHK Nomor 9 dalam skema Hutan Desa (HD) persetujuan pengelolaan 

diberikan kepada Lembaga desa yang memenuhi ketentuan yaitu Kepengurusan 

Lembaga Desa dan penerima manfaat HD, Pembentukan Lembaga Desa secara 

musyawara melalui Perdes dan pembentukan susunan pengurus lembaga desa 

melalui keputusan kepala Desa. Indentitas bisnis berupa KOPERASI DAN 

BUMDES TIDAK LAGI DISEBUTKAN DI Permen LHK Nomor 9, yang dapat 

mengajukan izin Hutan Desa seperti pada permen LHK No 83. 

 

7. Pada Skema Kemitraan Kehutanan dalam penyusunan NKK (Naskah Kesepakatan 

Kerja) Dilakukan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau 

Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Kelompok Masyarakat.  

NKK memuat: Identitas para pihak, areal dan peta, rencana dan obyek, biaya 

https://www.forestdigest.com/detail/1244/pengaturan-hutan-adat-dalam-uu-cipta-kerja


kegiatan, hak dan kewajiban, jangka waktu, pembagian hasil, dan penyelesaian 

perselisihan. Pada permen LHK nomor 9 ini Pembagian secara khusus diatur  

ketentuannya yaitu; Pada areal yang telah ada aset/modal dari pemegang perizinan 

berusaha/pemegang persetujuan penggunaan Kawasan maka 80% untuk pemegang 

perizinan dan 20% untuk masyarakat; Pada areal yang telah ada aset/modal dari 

masyarakat, maka 80% untuk masyarakat dan 20% untuk pemegang perizinan 

berusaha/pemegang perizinan penggunaan Kawasan; Dalam hal di lokasi KK belum 

ada tanaman, pembagian hasilnya 50% atau sesuai kesepakatan ( pasal 51 ayat 8) 

 

8. Pada tahapan penetapan wilayah Indikatif Hutan Adat pada pasal 71 permohonan 

belum dilengkapi Perda MHA namun wilayah adat sudah ditetapkan bupati /wali 

kota. Jika tidak melengkapi Perda maka dibuat persetujuan Prinsip penetapan status 

Hutan adat dan MHA dapat menyusun rencanan pengembangan pengelolaan hutan 

adat sesuai fungsinya, Jika sudah melengkapi Perta maka dilakukan Penetapan 

Status Hutan Adat.  

 

9. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial termaktup dalam 

beberapa bahasan di permen LHK No. 9, diantaranya Penerima manfaat HD 

merupakan warga setempat dengan 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan 

memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan (pasal 10), 

Kelompok Tani Hutan pada HKm (pasal 21 poin 8), dan HTR (pasal 33 ayat 4 poin 

c),  keanggota KTH adalah 1 keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan 

kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan.    

 

10. Pengaturan secara khusus tentang Jangka Benah dan kebun rakyat, perhutanan sosial 

pada ekosistem Gambut, pengenaan sanksi adminitrasi dan Kemitraan lingkungan 

yang permen LHK sebelumnya tidak diatur detil. P.09 PASAL 178 MENGATUR 

BAHWA Pada kawasan Hutan Produksi Jangka Benah dilakukan dalam jangka 

waktu 1 (satu) daur selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam. Pada 

kawasan Hutan Lindung atau Hutan Konservasi Jangka Benah dilakukan dalam 

jangka waktu 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam. 

SELANJUTNYA PASAL 178 poin 3 Dalam hal tanaman sawit telah mencapai 

umur 25 (dua puluh lima) tahun pada Hutan Produksi dan 15 (lima belas) 

tahun pada Hutan Lindung dan Hutan Konservasi, tanaman sawit di bongkar 

dan ditanami pohon. Untuk pengelolaan HD terdapat Areal yang sudah dikelola 

oleh Masyarakat berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh Perseorangan dan 

bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) 

tahun secara terus menerus, diberikan paling luas 5 (lima) hektar per orang. 

(pasal11 ayat 4) dan bagi area Pengelolaan HKm dan KK tanaman sawit secara 

perorangan pembentukan kelompok dan dibentuk kelompok dan diberikan paling 

luas 5 (lima) hektar per orang.  

 

11. Pengenaan sanksi administratif bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan 

Sosial yang melanggar ketentuan berdasarkan hasil pengawasan seperti dalam Bab 

VIII pasal 194 Sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda administrasi; 

c. pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau d. pencabutan 

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal ini diperaturan sebelumnya belum 

diatur.  
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